
4. Undang-Undang Nomor 25 Tabun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

ten tang
Republik
Lembaran

3. Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2004
Perbendabaraan Negara (Lembaran Negara
Indonesia Tabun 2004 Nomor 5, Tambaban
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

1. Undang-Undang Nomor 8 Tabun 1965 tentang Pembentukan
Daerab Tingkat II Tanah Laut, Daerab Tingkat II Tapin dan
Daerab Tingkat II Tabalong Dengan Mengubab Undang
Undang Nomor 27 Tabun 1959 tentang Penetapan Undang
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 1965 Nomor 51, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Mengingat

b. babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubaban Keempat Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor
47 Tabun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerab Tabun Anggaran 2021;

a. babwa dalam rangka menindaklanjuti usulan Revisi/
Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Kabupaten Tabalong, perlu dilakukan Pergeseran
Anggaran dan Belanja Daerab Kabupaten Tabalong Tahun
Anggaran 2021;

Menimbang

BUPATITABALONG,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

TENTANG
PERUBAHANKEEMPATATASPERATURANBUPATITABALONGNOMOR 47 TAHUN
2020 TENTANGPENJABARANANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH

TAHUNANGGARAN2021

PERATURANBUPATITABALONG
NOMOR.38 TAHUN 2021

BUPATITABALONG
PROVINSI KALIMANTANSELATAN



12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 ten tang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambaban Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587). sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
ten tang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
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21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

19. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemarnpuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan 8elanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
te1ah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Be1anja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 525);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
52. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nornor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nornor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran
2021 terdiri atas:

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalarn Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49), sebagairnana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nornor 35 Tahun
2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun
2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 35), diubah
sebagai berikut:

Pasal I

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 47 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2021.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

24. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2020 Nomor 49), sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 35
Tahun 2021 ten tang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Bupati Tabalong Nornor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021
Nomor 35);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Lernbaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor
OS, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 02);

(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nornor
02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lernbaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2017 Nomor 02);

4



Rp167.502.704.180,00
RpO,OO

Rp1.603. 141.448.863,00

Rp 167.502.704.180,00

RpO,OO

Rp167.502.704.180,00

RpO,OO

(Rp167.502.704.180,OO)

Rpl.132.632.497.301,00

Rp263.429.457 .537 ,00

Rp 13.620.991.025,00

Rp193.458.503.000.00

Rp1.603.141.448.863,00

Rp1.132.339.337.517,OO

Rp263.429 .457.537,00

Rp13.914.150.809,00

Rp193.458.503.000,OO

Rp1.603.141.448.863,00

Rp207 .313.547.000,00
Rp1.219.225.197.683,OO

Rp9.100.000.000.00

Rpl.435.638.744.683,OO

Rp207 .313.547.000,00

Rp1.219.225.197.683,OO

Rp9.100.000.000,00

Rp1.435.638.744.683,00

Jumlah Pembiayaan Netto

SILPATahun Berkenaan

Total APBD

Pembiayaan Bertambah

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

5

1. Pendapatan Daerah Semula:

a. Pendapatan AsHDaerah

b. Pendapatan Transfer

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Jumlah Pendapatan

Pendapatan Daerah Bertambah

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Pendapatan Transfer

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Jumlah Pendapatan

2. Belanja Semula

a. Belanja Operasi

b. Belanja Modal

c. Belanja Tidak Terduga

d. Belanja Transfer

Jumlah Belanja

Belanja Bertambah

a. Belanja Operasi

b. Belanja Modal

c. Belanja Tidak Terduga

d. Belanja Transfer

Jumlah Belanja

Surplus/ {Defisit}

3. Pembiayaan Semula

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah



-8-- ANANGSYAKHFIANI~

,. BUPATITABALONG,1-

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 2. I vcfl..l .. CCLI

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang diklasifikan
menurut Kelornpok, Jenis, Objek, Sub Rincian Objek
Pendapatan, 8elanja dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek
Pendapatan, 8elanja dan Pembiayaan;

3. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi
Hibah berupa Uang yang diterima serta SKPDpemberi Hibah;

4. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi
Bantuan Sosial berupa Uang yang diterima serta SKPDPemberi
Bantuan Sosial;

5. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi
Bantuan Keuangan bersifat Umum yang diterima serta SKPD
pemberi Bantuan Keuangan;

6. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Perubahan
Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah
Kabupaten;

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

Pasal2
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;.

BERITA DAERAH KABUPATENTABALONG TAHUN 2021 NOMOR .3~.

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

,e. SEKRETARIS DAERAH KABUPATENTABALONG, If(

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal ~ IV""~ ~o.t I
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